BAB Il

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 389/PDT.P/2019/PA.MTP

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data baik yang diperoleh dari riset
perpustakaan maupun dokumen dari berbagai sumber terpercaya yang kemudian
dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka untuk langkah selanjutnya
peneliti akan menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan untuk menjawab

isu yang ada di dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama ialah menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah sebagai salah satu
bagian dari bidang perkawinan. Sebagaimana cerminan asas personalitas
keislaman bahwa hukum yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama
ialah hukum positif dan hukum Islam. Hakim sebagai pejabat Pengadilan Agama
yang memiliki kapasitas dengan wewenang mengadili hingga memutus atau
menetapkan perkara melalui pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai hukum
positif , Al-Qur’an dan hadits, pendapat para ulama, ataupun ketentutan lain yang
diatur menurut peraturan yang berlaku agar tetap memberikan rasa keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum kepada para pihak.

Mengingat putusan atau penetapan hakim sifatnya mengikat meskipun
hanya kepada para pihak, namun dalam perkembangan selanjutnya putusan
tersebut tentu dapat menjadi bahan pembanding ataupun sandaran hukum yang
ada di Indonesia terutama dikalangan akademik sebagai suatu penelitian ilmiah.

Putusan harus mengandung prinsip rasio decidendi yaitu agar putusan dihormati
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dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang

dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas.*

Adapun  peneliti  membagi analisis dalam penetapan  Nomor
389/Pdt.P/2019/PA.MTP dalam beberapa aspek, yakni duduk perkara, aspek
materil dan formil dalam pertimbangan hukum, serta amar penetapan. Mengingat
ada beberapa hal yang dinilai memiliki ketidakjelasan sehingga menimbulkan
keresahan akademik dan memerlukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas

permasalahan tersebut.

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP
Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Doni Abdul Gani, umur 38
tahun, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, agama Islam, dan
Arbayah, umur 29 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara
Indonesia, agama Islam bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 7,100 Gang
Keladan Indah Nomor 36 Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan, Kertak
Hanyar I, Kabupaten Banjar pada tanggal 02 Desember 2019 dengan nomor

register 389/Pdt.P/2019/PA.MTP.

Sebagaimana dalam permohonannya bahwa pemohon | dan Il telah
melangsungkan perkawinan secara agama tanggal 28 April 2008. Pada saat itu
pemohon | berstatus jejaka dan pemohon Il berstatus janda cerai dibuktikan
dengan akta cerai Nomor 022/AC/2008/PA/Bjm tanggal 14 Januari 2008.

Pernikahan tersebut tidak tercatat di dalam buku register Kantor Urusan

M. Khusnul, Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (ltsbat) Nikah Di Pengadilan
Agama, Jurnal Yuridika Vol. 30 No. 2, Mei 2015, him. 258.
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Agama setempat, sehingga dalam hal ini para pemohon memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian juga termuat dalam Pasal 7 Inpres Nomor 1

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal yang menarik untuk ditelaah adalah dalam duduk perkara tersebut
Pemohon |1 ketika melangsungkan perkawinan ternyata masih di bawah umur
usia menikah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan

apabila pri dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.?

B. Aspek Materil dalam Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP
Dalam penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP Majelis Hakim
memiliki pertimbangan tertentu dan telah menetapkan untuk menolak
permohonan dari para pemohon. Dari pertimbangan hukumnya diketahui
bahwa hakim menolak permohonan isbat dikarenakan permohonan tersebut

tidak memenuhi syarat materil agar pernikahannya dapat diisbatkan.

di

“Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,
download dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-

perkawinan pada tanggal 19 November 2020.
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Ketika menelusuri pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor
389/Pdt.P/2019/PA.MTP, Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah
karena pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon Il masih dalam masa
iddah oleh karenanya perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah melanggar
ketentuan Pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 11 ayat 1 dan 2 berbunyi: “Bagi seorang yang putus
perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. “Tenggang waktu jangka
waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih
lanjut.”.3

Pasal 40 huruf b berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita
yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;”.*

Adapun Peraturan Pemerintah yang menjelaskan terkait Pasal 11 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni PP Nomor 9
tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan. Mengenai perihal tenggang waktu tunggu perempuan
yang perkawinannya putus karena perceraian termuat dalam Bab VIl Pasal 39
ayat (1) huruf b yang berbunyi “Apabila perkawinan putus karena perceraian,

waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci

*Republik Indonesia. “Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, dalam Kompilasi
Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press, t.t), him. 82.

*Republik Indonesia, Ibid., him. 82.
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dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak
berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;”.

Berangkat dari penjelasan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat
telah terbukti bahwa pernikahan pemohon 1 dengan pemohon Il telah
melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh
karenaanya permohonan para pemohon seharusnya ditolak.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berkenaan
dengan penetapannya tersebut nampak tidak selaras dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan bahkan hukum Islam sendiri. Mengingat
bahwa dalam pertimbangan utamanya Majelis Hakim beranggapan bahwa
permohonan para pemohon tidak bisa diisbatkan karena pemohon Il masih
dalam masa iddah sehingga melanggar ketentuan dalam pasal 11 ayat (1 dan
2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 40 huruf b KHI. Akan tetapi,
Majelis Hakim tidak menjelaskan terkait masa iddah yang belum cukup
tersebut dan perhitungan masa iddah apa yang digunakan Majelis Hakim,
apakah menggunakan ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam PP
Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, ataukah berdasarkan pada
hukum Islam.

Mengkritisi pertimbangan hakim di atas pada dasarnya perhitungan
masa iddah pemohon Il sesuai akta cerai pada tanggal 14 Januari 2008 dengan
waktu akad nikah pada tanggal 28 April 2008 pada dasarnya telah melebihi

waktu iddah yang termuat dalam PP Nomor 9 tahun 1975 dan KHI, yakni
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waktu iddah pemohon Il adalah 106 hari. Ketentuan KHI mengenai masa
tunggu atau iddah termuat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b yang berbunyi:
“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih
haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan
puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;”.
Mengingat ketentuan ini juga tidak berbeda dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b
PP Nomor 9 tahun 1975 menjadikan rontoknya dalil yang digunakan Majelis
Hakim dalam menolak permohonan isbat nikah tersebut.

Lama masa iddah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di
atas juga didukung dan berdasar pada dalil syara’ yakni Q.S. Al-Bagarah/2 :

228 dan Q.S. Ath-Thalag/65: 4

.. ib-’ 56 u.@.ma.:b oy LLZ.TJ@U\}
“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'...”

é &;Uj ”/Hu}’u :J.é_j:b:b V_M.:)\ d‘ V&;Lﬁw By u,a_,\m.h u.ﬁ U.M.u @W\j
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan...”

Dalil inilah yang menurut penulis terlalaikan oleh Majelis Hakim dalam
pertimbangannya. Mengingat substansi paling mendasar dalam sebuah

perkara iddah ialah berapa lama waktu iddah tersebut hingga seorang

perempuan dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Alasan majelis
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hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak memberikan kejelasan
hukum mengingat majelis hanya mempertimbangkan bahwa Pemohon 11
masih dalam masa iddah.

Dari aspek keabsahan perkawinan pada dasarnya tidak menyertakan
pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan tersebut.
Namun, ketika perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka
perkawinanya sah secara hukum syara’. Namun kehendak negara dengan
mencantumkan pencatatan sebagai syarat administratif sebagaimana ketika
hal tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah
terjadi oleh negara dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap cacat
hukum.

Majelis Hakim yang berpandangan dan menggunakan dalil
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas beranggapan bahwa para pemohon
telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI.
Namun penulis berpandangan bahwa justru Majelis Hakim yang telah lalai
menetapkan suatu hukum dengan kata lain bahwa pelanggaran tersebut
nampak dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri.

Kewenangan Pengadilan Agama yang memberikan penetapan Isbat
Nikah ini dapat dilihat perkawinan yang telah dilaksanakan para pihak
terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut
syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak
adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik

menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika
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pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat
dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka
Permohonan isbat nikah terserbut ditolak.> Hal ini yang menurut hemat
penulis ketika rukun dan syarat telah terpenuhi khususnya dalam perkara
iddah yang telah mencapai 106 hari maka tidak elok bagi hakim untuk
menolak permohonan isbat nikah tersebut.

Dalam pertimbangan harus mengandung basic reason, yakni alasan
penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan
kepatutan.® Artinya suatu pertimbangan hukum dalam sebuah putusan atau
penetapan yang tidak sesuai dengan rasional, aktual, dan mengandung nilai-
nilai kemanusiaan merupakan suatu pertimbangan yang cacat hukum.

Selain itu penetapan ini sangat tidak memberikan nilai maslahat,
sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh imam Al-Ghazali bahwa
maslahat adalah dengan menarik kemanfaatan dan menghindari kerugian
dengan melestarikan syariat Islam. Adapun tujuan syariat Islam (magashid
syariah)  yakni dengan menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Artinya, apabila perkawinan para pemohon tidak diakui
maka akan berdampak pada aspek keturunan, harta, dan kehormatan.
Sehingga menurut hemat penulis mengenai penetapan Pengadilan Agama
Martapura Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bahkan hukum Islam.

*Ramlah, “Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat
Sebagai Wewenang Peradilan Agama”, Jurnal llmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1
Tahun 2017.

®M. Khusnul, Op Cit., him. 258.
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Satu hal yang juga penting menurut penulis ialah bahwa dalam
pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengingat bahwa adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini. Namun ketika dianalisis secara
komprehensif justru keberlakuan peraturan perundang-undangan dan hukum

syara’ tidak tercermin dan tergambarkan dengan jelas.

C. Aspek Formil dalam Penetapan Nomor Nomor

389/Pdt.P/2019/PA.MTP

Menjelajahi aspek hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama
adalah tetap menggunakan hukum acara HIR untuk wilayah Jawa dan
Madura dan RBG untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Kecuali hukum
acara khusus yang termuat dalam Pasal 54-105 Undang-undang Peradilan
Agama terkait perceraian dengan dasar asas lex specialis de rogot lex

genaralis.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat terkait hukum acara untuk
Peradilan Agama, namun mengingat ketentuan KHI hanyalah bersifat Inpres
pada tahun 1991 dan tidak termuat dalam hierarki peraturan perundang-
undangan, maka ketentuan dalam KHI tidak bersifat memaksa sebagai suatu

hukum positif melainkan hanya bersifat anjuran.
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Pada pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Agama
Martapura Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP, dengan mempertimbangkan
alat bukti yang diajukan oleh para pemohon untuk Majelis Hakim dapat
melegalkan perkawinan mereka.  Menelusuri pertimbangannya hakim
menimbang alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dengan
perspektif hakim bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 dapat diterima

sesuai ketentuan Pasal 283 RBG jo PP Nomor 24 Tahun 2000.

Salah satu hal penting yang harus dipahami bahwa dalam menemukan
fakta hukum melalui alat bukti untuk perkara isbat nikah bagi nikah yang
tidak tercatat adalah dengan mengejar keterangan saksi sebagai alat bukti
yang sempurna. Mengingat karena perkawinan yang dilakukan secara siri
tidak memiliki bukti pencatatan yang sempurna atau tidak memiliki bukti
pencatatan sama sekali, sehingga alat bukti surat dalam hal ini kurang
memberikan kekuatan yang bersifat sesmpurna melainkan hanya sebagai alat
bukti permulaan. Oleh karena itu keterangan saksi pada saat
dilangsungkannya akad nikah pada perkawinan siri sangatlah penting untuk

menimbang fakta hukum.

Dipelopori ketentuan bahwa syarat isbat nikah adalah tidak berbeda
dengan rukun dan syarat nikah itu sendiri. Sehingga ketentuan syarat ishat
nikah adalah menyangkut pada terpenuhinya rukun dan syarat menikah
yakni dua orang mempelai, wali nikah, dua orang saksi nikah, dan akad
nikah. Artinya adalah bahwa ketentuan inilah yang layak untuk dikejar agar

mendapatkan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan.
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Melalui pertimbangannya Majelis Hakim tidak memberikan
penjelasan mengenai keterangan saksi melainkan hanya mempertimbangkan
alat bukti surat. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah
Majelis Hakim hanya mengejar alat bukti surat, ataukah para pemohon yang
tidak menyertakan keterangan saksi ketika dipersidangan. Alat bukti inilah
yang kemudian memiliki kekuatan penunjang agar permohonan isbat nikah

ini dapat dikabulkan atau tidak.

Dalam pengesahan nikah seoerang perempuan harus dikemukakan
sahnya pernikahan  dan syarat-syaratnya, yaitu seperti: wali, dan
dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.” Pernyataan ini menjadi dasar
bahwa dalam isbat nikah keterangan saksi menjadi kekuatan utama dalam

pembuktian bahwa pernikahan tersebut dapat diisbatkan.

Pertimbangan hukum utama Majelis Hakim adalah pada terlanggarnya
ketentutan peraturan perundangan-undangan, namun disisi lain Majelis
Hakim menerima keterangan dan alat bukti oleh para pemohon bahwa
berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon Il dan bukti tertulis P.1,
P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 bahwa pemohon agar diisbatkan nikahnya yang
diajukannya adalah antara pemohon | dengan pemohon Il di depan sidang
Pengadilan Agama Martapura mengaku sebagai perjaka bukti P.5 Majelis

Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna bahwa benar

"Moch. Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan
Agama, cet. 1, (Bandung: VC Diponegoro, 1991), him. 43.
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status pemohon | merupakan perjaka, dan pemohon Il adalah janda cerai

bukti P.6.

Sehingga dengan diakuinya alat bukti tersebut yang ternyata lengkap
dan tidak bertentangan seyogianya permohonan para pemohon tidaklah
ditolak. Hal ini mengingat ketentuan bahwa ketika suatu alat bukti telah
menunjukkan kesempurnaan, maka tidaklah elok untuk menolak suatu
permohonan dengan pertimbangan hukum yang memuat alat bukti

sempurna.

Hal inilah yang menurut hemat penulis tidak adanya kesinambungan
antara alat bukti yang diterima oleh hakim dan waktu iddah pemohon I
dengan pertimbangan utama hakim dalam menetapkan perkara ini. Inilah
yang dimaksud bahwa adanya ketidakidealan dalam pertimbangan hukum
hakim dari sisi hukum formil mengingat bahwa penemuan hukum
(rechtvinding) dapat direalisasikan ketika hakim mengikuti prosedur hukum

acara.

D. Amar Penetapan Hakim dalam perkara Nomor
389/Pdt.P/2019/PA.MTP

Menyisiri amar penetapan dalam perkara Nomor

389/Pdt.P/2019/PA.MTP yang dalam hal ini Majelis Hakim menolak

permohonan para pemohon. Akan tetapi mengingat pertimbangan hukum
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Majelis Hakim baik dari aspek materil dan formil yang nampak tidak
berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan bahkan hukum
syara’. Hal ini tercermin pada pertimbangan hukum utama Majelis Hakim
tentang terlanggarnya ketentuan Pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-Undang
Perkawinan dan jo Pasal 40 huruf b KHI, namun fakta hukum yang termuat
dalam duduk perkara hingga pertimbangan sendiri menyatakan bahwa masa
iddah Pemohon I1 telah cukup yakni 106 hari.

Idealnya amar putusan yang bersifat komprhensif yakni dapat
mendeskripsikan fakta hukum secara kronologis berdasarkan hukum. Selain
itu juga dapat mendeskripsikan fakta hukum yang hendak diwujudkan oleh
amar putusan atau penetapan. Akan tetapi deskripsi fakta hukum dalam
penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP melalui pertimbangan dan amar
putusan nampak jauh dari rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum
itu sendiri.

Oleh karena adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa para
Pemohon telah benar dan pada dasarnya tidak ada melanggar ketentuan
manapun, maka seharusnya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.
Mengingat ketentuan ini sejalan dengan dibentuknya produk atau outuput
Pengadilan Agama yakni penetapan isbat nikah sejalan dengan konsep
maslahah mursalah agar dapat terwujudnya magashid al-syariah atau

tujuan dibentuknya syariat.
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Bentuk konkrit dari standar baku keadilan secara terperinci untuk

masing-masing jenis perkara adalah sebagai berikut:®

1.

2.

9.

Standar hukum normatif yang sama equal uniformity.

Standar keadilan distributif.

Standar kepentingan terbaik anak.

Standar perceraian yang ihsan.

Stadar perlindungan kepentingan umum.

Standar skala prioritas.

Standar kemaslahatan lebih unggul.

Standar keadilan distributif dengan berpijak pada prinsip halal,
berkah, dan bertambah.

Standar mempertahankan kondisi de facto sebagai hukum dasar.

Dengan ditolaknya permohonan isbat nikah dalam penetapan

Pengadilan Agama Martapura Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP bahwa

pernikahan para pemohon tetap dalam status siri. Karena status perkawinan

para pemohon masih dalam keadaan siri tentu memiliki dampak yang

signifikan pasca penetapan Mejelis Hakim hingga status perkawinan para

pemohon dapat disahkan.

Aspek kemaslahatan paling utama yang seharusnya dapat dilirik

adalah bahwa alasan pengajuan isbat nikah para pemohon adalah untuk

kebutuhan pembuatan akta kelahiran anak dan syarat pendaftaran haji. Oleh

karenanya justru akan menambahkan permasalahan bahkan kemudharatan

8A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, (Togyakarta:
Pustaka Pelajar, 2018), him. 108-112.
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kepada para pihak ketikan isbat nikahnya ditolak. Mengingat dengan
penolakan permohonan ini menjadikan standar kemaslahatan lebih unggul
tidak tercermin bahkan untuk kepentingan terbaik anak.

Dampak paling utama yang muncul ialah keabsahan perkawinan
mereka menurut negara, sehingga justru akan merugikan pihak perempuan
atau istri karena tidak dapat menuntut hak kepada suaminya karena
pernikahannya dianggap tidak pernah terjadi. Baik itu dari segi nafkah,
warisan, bahkan harta bersama ketika mereka berpisah. Terlebih dampak
sosiologis dan psikologis oleh masyarakat juga tidak mengakui pernikahan
mereka pasca penolakan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Bagi suami memang tidak memberikan dampak secara signifikan,
namun perlu diketahui ketika keabsahan perkawinan mereka tidak diakui
justru akan memudahkan suami untuk beristri kembali atau berpoligami.
Padahal sesuai kehendak Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinn
yang ada di Indonesia menganut asas monogami terbuka dengan ketentuan
izin istri untuk menikah kembali. Sehingga akan terjadi permasalahan dalam
hal keadilan hak dan kewajiban serta dalam bidang harta dan kewarisan.

Akibat tetap berlakunya status nikah siri ini juga akan berimplikasi
kepada anak yang dilahirkan. Yakni apakah anak tersebut dapat dinasabkan
kepada ayahnya ataukah ke ibunya. Meskipun Pasal 42 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah direvisi oleh Mahkamah
Konstitusi, akan tetapi putusan tersebut berlaku untuk keadaan tertentu

dalam perkara tersebut dan belum menjadi hukum positif dalam bidang
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perkawinan. Sehingga akan berdampak pada hak dan kewajiban orang tua
kepada anaknya, terlebih akan berdampak pada sosial dan psikologis anak
ketika masyarakat menganggap bahwa ia bukan anak ayahnya.

Disamping mendasarkan kepada hukum yuridis, hakim dalam
memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan
aspekaspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan philosofis karena
hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan
kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguhsungguh nilai-nilai hukum
yang hidup (living law) dalam masyarakat, selain hukum normatif sehingga
putusannya sesuai dan memenuhi rasa keadilan.’

Oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan memutus suatu
perkara, majelis hakim harus terlebih dahulu melihat implikasi ataupun
akibat dari putusan atau penetapannya kepada para pihak, apakah putusan
atau penetapan tersebut benar-benar mewakili rasa keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan hukum.

%Satria Efendi M.Zein dalam Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan
Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 4 No. 2, Juli 2013, him. 144.



